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SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA |
TAHUN 2022

A. Latar Belakang
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun
2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga serta dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87
Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga bahwa
Pendataan Keluarga yang dilakukan oleh Pemerintah daerah
Kabupaten/Kota wajib dilakukan pemutakhiran. Basis Data Keluarga
Indonesia hasil Pendataan Keluarga 2021 tersebut dimutakhirkan
melalui Pemutakhiran Pendataan Keluarga yang dilaksanakan setiap

tahun dengan memberdayakan kader KB.
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Pemutakhiran Pendataan Keluarga Keluarga tahun 2022 (Pemutakhiran
PK-22) merupakan kegiatan untuk memutakhirkan data keluarga
Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui,
mencatat mutasi, mencatat migrasi dan mendata keluarga baru yang
belum ada pada data hasil Pendataan Keluarga (Basis Data Keluarga
Indonesia) melalui kunjungan rumah dengan cara mewawancarai atau

mengobservasi keluarga.

Pemutakhiran PK-22 menjadi sesuatu yang penting bagi Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan basis data keluarga
untuk intervensi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan program pembangunan
lainnya di Indonesia. Sebagaimana diketahui, Pendataan Kelua,fga tahun
2021 (PK-21) menggambarkan hasil data mikro keluarga dan anggota
keluarga yang meliputi indikator demografi, keluarga berencana,
pembangunan keluarga serta keluarga berisiko stunting. Data hasil
Pendataan Keluarga juga digunakan sebagai evaluasi terhadap capaian
Indikator Kinerja Utama (IKU) BKKBN sebagaimana target yang telah
ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP BKKBN. |

Data hasil PK-21 saat ini semakin luas pemanfaatanhya oleh
Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah serta mitra kerja terkait
dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Talj)un 2021
tentang Percepatan Penurunan Stunting serta Instruksi Presicfen Nomor
4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinaﬁ Ekstrem
bahwa Pendataan Keluarga digunakan sebagai Data Pénsasaran
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data PSKE;L). Sesuai
dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang
Penetapan Sumber dan Jenis Data dalam Upaya ﬁercepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menetapkan sumber dan W‘]’enis data
yang digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem adalah Pendataan Keluarga Badan Kepeahdudukan
dan Keluarga Berencana Nasional beserta pemutakhirannya y?fang telah

diperingkat berdasarkan informasi kesejahteraan. Oleh k#rena itu,
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pemenuhan kebutuhan data dan informasi keluarga terkini sesuai
kondisi di lapangan baik untuk kepentingan program Bangga Kencana

maupun program pembangunan lainnya menjadi kebutuhan yang utama.

Berkaitan dengan hal tersebut perlu dukungan semua pihak untuk
mensukseskan Pemutakhiran PK-22 agar kegiatan berjalan ‘sesuai
aturan yang ada dan menghasilkan data yang akurat, valid, relevan dan
dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan kebijakan dan
pelaksanaan operasional program Bangga Kencana dan program

pembangunan lainnya.

Maksud dan Tujuan
Tersedianya kebijakan pelaksanaan Pemutakhiran PK-22 bagi pemangku
kepentingan dan pengelola data dalam rangka meningkatkan cakupan

dan kualitas data hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia.

Ruang Lingkup
Penyelenggaraan Pemutakhiran PK-22 pada setiap tingkatan seluruh

wilayah Indonesia.

Dasar |
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkémbangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembarah Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5080); |
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20;14 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omo?»r 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 ‘ tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan }Keluarga,

Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran
|
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Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indoneéia Tahun
2021 Nomor 172);

5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi
Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas; |

6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,;

7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan
Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 202 1-2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

Isi Edaran

1. Melakukan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan Pemutakhiran
PK-22. |

2. Pelaksanaan Pemutakhiran PK-22 dimulai tanggal 1 September
2022 pada 3 (tiga) desa/kelurahan berbasis smartphone dl masing-
masing kabupaten dan kota. |

3. Pemutakhiran PK-22 di wilayah lainnya yang ditetapkan sebagai
wilayah Pemutakhiran PK-22 selambatnya dilaksanakan pada
tanggal 15 September s.d. 31 Oktober 2022.

4. Pemutakhiran PK-22 dilaksanakan oleh kader setempat d1 bawah
pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan/atau Petugas
Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dengan menggunakan
metode formulir (paper based) atau telepon pintar (smartphone).

5. Pelaksanaan Pemutakhiran PK-22 sesuai dengan jPedoman
Pemutakhiran Pendataan Keluarga Keluarga Tahun 2022. l

6. Melakukan pemantauan pelaksanaan Pemutakhiran PK-Qi bersama
mitra dan komponen terkait. |

Penutup |

Mari kita sukseskan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Keluarga Tahun

2022. Pendataan, Awal Perencanaan Keluarga.
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Demikian Surat Edaran ini dibuat, agar dapat ditaati dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2022

|
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

Tembusan Yth. |
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia |

2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan




